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PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Batg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

. umur 40 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sungai Bialo (Rumah
Karaeng Ati) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten
Bantaeng, sebagai "Penggugat";
LAWAN
. (U 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
ada, tempat tinggal Rutan Pinrang Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro

bulu Kabupaten Pinrang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti
surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng
Nomor: 37/Pdt.G/2017/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20
Desember 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba;

2. dengan Kutipan Akte Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 619/14/1/2003
tertanggal 15 Januari 2003.
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun,
terakhir tinggal bersama di rumah orangtuaTergugat selama 9 tahun
kemudian pindah ke rumah sendiri.

4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15
tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah

dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang

masing-masing bernama:

5. Bahwa pada 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak
harmonis lagi disebabkan karena :
a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena
Tergugat memegang sendiri keuangannya;

O

. Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat walaupun hanya

disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

o

Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat
sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa
keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa

kesepian;

o

. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan
Penggugat tahu ketika ada penagih utang ke rumabh;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak pernah
kembali ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama sejak September 2016 sampai
sekarang telah mencapai 5 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal
Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat
mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan
perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar
kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat, | KEGKcNGGNEEE
terhadap Penggugat, |GGG

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan
salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan , Kecamatan , dan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;;
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas
panggilan Nomor: 37/Pdt.G/2017/PA.Batg tanggal 13 Pebruari 2017 telah
dipanggil di alamat semula, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama
tanggal 1 Maret 2017 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam
persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam
upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi
tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya
telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan
Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;; Nomor 619/14/1/2003 tanggal 15 Januari
2003, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut:
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1. I . 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Tempat
kediaman di Longi, Desa Bonto Lohe., Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten

Bulukumba;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi
adalah keluarga jauh Penggugat tapi akrab;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Tergugat selama 9 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat
mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak
harmonis lagi;

- Bahwa saksi menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan jorok
kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah belanja dan suka minum-
minuman keras serta senang main perempuan bahkan terakhir Tergugat
pergi membawa perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
September tahun 2016 hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah
mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak

berhasil.

2. I, . 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, Tempat kediaman di Longi, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau

Ale, Kabupaten Bulukumba;
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Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai

kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang
menikah tanggal 20 Desember 2002

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat selama 9 tahun dan sudah dikaruniai anak 3
orang;

- - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 Penggugat dengan
Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan jorok
kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah belanja dan suka minum-
minuman keras serta senang main perempuan bahkan terakhir Tergugat
pergi membawa perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
September tahun 2016 hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah
mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat
menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;
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Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
Pertimbangan tentang Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan
dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan
Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2)
angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk
dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng
berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Pertimbangan tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
mengenai  pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai legal standing para pihak dalam perkara ini.
Terhadap hal tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku
istri sah Tergugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat. Untuk meneguhkan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti

Hal. 6 dari 14 Put. Nomor 37/Pdt.G/2017 /PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yaitu bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat. Bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah fotokopi yang telah
dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen. Bukti tersebut adalah akta
yang merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh
pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta
menerangkan peristiva pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dengan
demikian, bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil
serta memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna (volledig en bijdende),
sesuai Pasal 285 RBg., sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak
yang tepat dalam perkara ini (legitima standi in judicio), in casu Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri sah;
Pertimbangan tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri persidangan,
sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita
Pengadilan Agama Bantaeng, namun demikian ternyata Tergugat tidak hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil’lkuasanya untuk hadir di
persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah
sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;
Pertimbangan tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/lkuasa hukumnya di

persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara
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ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016;

Pertimbangan tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan
penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang
dan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan lagi karena
sedemikian rupa bercekcok tentang Tergugat yang sering minum minuman
keras yang memabukkan serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut
untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka pada dasarnya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya serta
dapat dimaknai Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat
tersebut. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian
halmana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk
mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami
istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni
apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang
benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud
hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ilbn ‘Umar yang artinya:
“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa J alia adalah talak.”
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis:
2018. Al-Hakim dalam al-Mustadrak berkata, “Sanad hadis ini sahih”). Oleh
karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu
harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani
pembuktian;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang
perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti
berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah
orang-orang yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg dan
mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg,
sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk
didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
diajukan oleh Penggugat mengenai adanya pisah tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang akibat adanya Tergugat sering
minum minuman keras, tidak memberikan nafkah belanjak yang layak kepada
Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan
Tergugat tetapi tidak berhasil, hal tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh
karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut secara materil telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil
dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi
Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan
penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua
orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada TAHUN 2002;

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5
bulan yang lalu hingga sekarang Tergugat yang pergi meninggikan

Penggugat tanpa izin Penggugat.;
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- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi
mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan juga tidak pernah saling
kunjung mengunjungi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dapat kembali
hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah
sering cekcok secara terus menerus yang susah untuk didamaikan dan sudah
berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah tempat tinggal
tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat,
maka Majelis Hakim memandang bahwa alasan perceraian sebagaimana
digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi
adanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sedemikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan
tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih
besar bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maka perceraian
merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan
dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam,
Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa’id wa Furu’
Figh al-Syafi'iyyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-
Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang artinya sebagai berikut “Menghindari kerusakan
lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan-,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk
dikabulkan. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah
sementara gugatan Penggugat berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan

dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
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Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan,
maka sesuai Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang
dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor
Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan
Tergugat, maka Majelis Hakim perlu pula menambahkan amar yang
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana
diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor
28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil
syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405:
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Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk

orang yang dholim dan gugurlah haknya
2. Kitab Al-Anwar juz Il halaman 55:

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka
perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian) "
3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu

dengan talak satu’]

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan
Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Al GzNGEGEG
terhadap Penggugat, [ NG

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng .,
Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai pencatat
nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami |

B s-h:20:2i Hakim Ketua Majelis serta | G ca» B
B s-ba0ai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri

oleh hakim Anggota tersebut di atas dan || | | | ) BN scbagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis
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Panitera Pengganti

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 411.000,00

( Empat ratus sebelas ribu rupiah )
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